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NOMOR 96 TAHUN 2019
TENTANG

PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI

Menimbang

Mengingat

PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUEKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

banwa penduduk rentan administrasi kependudukan
perlu mendapatkan jaminan dam akses dokuamen
kependudukan melalui pendataan sebagai dasar
penerbitan dokumen kependudukan;

banwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tanun 2010 tentang Pedoman Peadataan Penersitan
Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan periu disesuaikan dengan
diramika perkembangan peraturan perundang-uncangan
dan kebutuhan hukum dalam pemenuhan admiristrasi
kependudukan sehingga perlu digan:i;

banwa berdasarkan pertimbangan sebageimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendatazr dan
Penerbitan Dokumen Kependudiakan bagi Penduduk

Rentan Administrasi Kependudukan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia’ Nomor 4674), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Urdang Nomor 24 Tzhun
20.3 tentang Perubahan atas Undang-Undang Noror 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nemor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inconesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Incdonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4926);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201S¢ tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
teritang Administrasi Kependudukan sebagaimane telah
divbah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013
tertang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Admiristrasi Kependudukan
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 102, Tambahan Lembarar Negara Republik
Irconesia Nomor 6354);

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tanun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lemkaran Negara Republik
Irconesia Tahun 2015 Nomor 12};

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tekur 2018 tentang Tata
Czra Pendaftaran Penduduk can Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 184},

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG

PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDU=XAN,



BAB 1
KETENTUAN UMJM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimax<sud dengan:

1.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumer dan
cata kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolazn informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya unatuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Pendaftaran Penduduk adalah gencatatan biadata
penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa
kependudukan dan pendataarr penduduk rentan
Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokiamen
kependudukan berupa kartu identitas atau surat
keterangan kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencazatan Sipil Provinsi yang
sclanjutnya disebut Disdukcapil Provinsi adalah
perangkat daerah provinsi varg membidang. urusan
Administrasi Kependudukan.

D:nas Kependudukan can Pencatatan Sipil
Eabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukzapil
Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah
kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang
membidangi urusan Administrasi Kependudukan.

Uxit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukar dan
Fencatatan Sipil Kabupaten Kotz yang selanjutnya
cisebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalan unit
pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tirgkat
kecamatan atau yang disebut dengan nama _ain yang
terkedudukan di bawah Disdukcapil Xabupaten/Koza.
Fenduduk adalah warga negara Indonesia dan orang
asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Feanduduk Rentan Administrasi Kependudukan acalah

Feaduduk yang mengalami hambatan dalam mempercleh



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

cckumen kependudukan yang d:sebabkan oleh bencana
aiam dan kerusuhan sosial.

Kawasan Hutan adalah wilayah tecteatu yang ditetapkan
c.en pemerintah untuk dipertanankan keberadasnnya
sebagai hutan tetap.

Penduduk yang Menempati Kawasan Hutan adalah
Penduduk yang tinggal di wilayah czertentu yang
citetapkan oleh pemerintah untuk diperzahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap.

Penduduk vang Menguasai dan Menggunakan Tanah
Negara adalah Penduaduk yang menguasal dan
menggunakan secara langsung tansn negara baix yang
terdaftar sebagai aset maupun belum terdaftar.

Kasus Pertanahan adalah sengketa, konflix, atau perkara
pertanahan untuk mendapatkan penarganan
penyelesaian sesuai dengan kezentuan peratiran
perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.
Orang Terlantar adalak: warga regara Irdonesie yang
karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi
kebutuhannya secara wajar, baik rokani, jasmani
maupun sosial.

Komunitas Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang
bersifat lokal dan terpencar serta xurang atau belum
terlibat dalam jaringan dan »elayanan baik sosial,
ekonomi maupun politik.

Fenduduk Korban Bencana Alam adalal: warga negara
Indonesia dan orang asing yang mengalami serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alar: antara lain S2rupa
gempa bumi, tsunami, gurung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan dan tanzah lengsor.

Penduduk Korban Bencana Sos:al adalak warga negara
Indonesia dan orang asing yang mengalami serangxkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial, antarkelompok atau antarkomunitas
r-asyarakat dan teror.

Bencana adalah peristiwa atau rangxaian peristiwa yang

mrengancam  dan  mengganggu kehidupan dan



17.

18.

19.

20.

21.

22.

penghidupan masyarakat yang cisebabkan, baik oleh
faxtor alam dan/atau faktor nonaiam maupun fzktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korbar: jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, Rerugian harta os=nda,
can dampak psikologis.

Bencana Alam adalah Bencana varg diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian per:stiwa yang disekbabkan
cleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekerirgan, angin topan. dan
tarah longsor.

Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan
oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antarke-ompok
atau antarkomunitas masyarakat carn teror.

Surat Keterangan Pengganti Tanrda Identitas yang
sclanjutnya disingkat SKPTI adalah identitas sementara
yvang diberikan kepada Penduduk Kerban Bencana Alam,
Korban Bencana Sosial, Orang Terlantar, Komunitas
Terpencil, serta Penduduk varg Menempati Kawasan
Hitan, tanah negara dan/atau zanah dalam Kasus
Fertanahan sebagai pengganti tanca identitas sampai
diterbitkannya kartu keluarga, karmu tanda pencuduk
elektronik, kartu identitas anak dan kutipan aktz-akta
pencatatan sipil.

Dckumen Kependudukan adalan dokumen resmi yang
diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai ala: bukti autertik vang
cihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Pendudik dan
pencatatan sipil.

Pendataan adalah upaya mengumpulkan data Per.caduk
Kcrban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Orang
Terlantar, Komunitas Terpencil serta Pendudux yang
Menempati Kawasan Hutan, tanah negara dan:atau
zanah dalam Kasus Pertanahan.

Kartu Tanda Penduduk Elekt-cnik yang selaajutnya
disingkat KTP-el adalah kartu -anda penduduk yang

dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi nencaduk



23.

24.

23.
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sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil
Kabupaten/Kota.

Sistern Informasi Administrasi Kependudukan yang
selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang
memanfaatkan teknologl irformasi dan komun:kasi
untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Admiristrasi
Kependudukan di tingkat penye.enggara dan instansi
pelaksana sebagail satu kesatuan.

Formulir F-1.01 adalah formuli~ biodata warga negara
Inconesia atau orang asing yang memiliki kartt izin
terbatas dan kartu izin tinggal tetap.

Formulir FR-1.02 adalah formulir Pendataan Penduduk
Rentan Administrasi Kependudukan bagi korban
Eencana Alam, Korban Bencana Sos:al, Orang Terlantar,
Komunitas Terpencil dan Pencuduk yang Menempati
Kawzsan Hutan, tanah negara can/atau tanah calam

Kasus Pertanahan.

Pasal 2

Fendataan dan penerbitan Dckumen Kependudukar: bagi
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, melputi:
a. Pencuduk Korban Bencana Alar;

k. Pencuduk Korban Bencana Sosial,;

c. Orang Terlantar; dan

d. Komunitas Terpencil.

Seiain Penduduk Rentan sebaga:mana dimaksud pada
avat (1), Pendataan dan penerbitan Dokumen
Kependudukan juga dilakukzn terhadap Penduduk yang
Menempati Kawasan Hutan, tanah negara dan’atau

rznan dalam Kasus Pertanahan.

BAB II
PENYELENGGARA

Pasal 3
Penyelenggaraan Pendataan dan penerbitan Dokumen

Kependudukan bagi Penduduk Eentan Administrasi



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Kependudukan akibat korbar Bencana Alam dan, atau
Korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud calam
Fasal 2 huruf a dan huruf b, dilagsariakan sesuai cengan
penetapan status darurat Bencana yang ditetapkan oleh
remerintah.

Status darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada
eyat (1}, meliputi:

3 Bencana skala nasional,

k. Bencana skala provinsi; dan

c. Bencana skala kabugaten/kota.

Penyelenggara Pendataan dan penerbitan Dokamen
Kependudukan bagi Orang Teriantar, Komunitas
Terpencil dan Pendudux yang Menempati Kawasan
Hutan, tanah negara dan/atan tanah dalam FKasus
Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf ¢ dan huruf d serta ayat (2:, dilaksanakar oleh
Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Pendataan dan penerbitan Dokurmen Kependudukar bagi
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan untuk
carurat Bencana skala nasional sebagaimana dimaxsud
ca:am Pasal 3 ayat (2) huruf a, dikoordinasikan oleh
Menteri melalui Direktorat Jend=ral Kependudukar dan
Pencatatan Sipil.

Pendataan dan penerbitan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan membuka poske carurat
pe.ayanan Administrasi Kependudukan yang
cikoordinasikan oleh Menteri me:alui Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Per:cazatan Sipil dengan
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat
ceanderal  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil,
Disdukcapil Provinsi dan Disdakcapil Kabupaten/Kcta.
Sumber daya pada Direktorat Jenderal Kependucukan
dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(2). antara lain jaringan kcmunikasi data, pers.atan

rekam cetak KTP-el, blangko KTP-el serta memberikan



(5)

(2)

(1)

sapervisi dan dukungan pelayanan kepada daerah
previnsi dan daerah kabupater/kota wilayah terkena
campak Bencana.

Sumber daya pada Disdukcapil Frovinsi dan Disdukeapil
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada aya: (2),
antara lain peralatan rekam cetak KTP-el.

Cirektur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
relaporkan hasil pelaksanaan Pendaraan dan peneroitan
Cokumen Kependudukan sebagaimena cimaksud pada

ayet (2), kepada Menteri.

Pasal 5

Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukar: bagi
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan unatuk
Bencana skala provinsi sebagaimana dimaksud calam
Pasal 3 ayat (2} huruf b, dikoordinasikan oleh
Disdukcapil Provinsi,

Pendataan dan penerbitan sebagaimana cimaksud pada
eyat (1), dilakukan dengan membuka posko darurat
pelayanan Administrasi Kependucukan yang
dikoordinasikan oleh provinsi dengan memanfaztkan
sumber daya yang dimiliki oxeh kabupaten/koa di
wilavehnya dan Direktorat Jenderal Kependudukar dan
Pencatatan Sipil.

Sumber daya pada Direktorat Jenderal Kependuduikan
dan Pencatatan Sipil sebagaimana cimaksud pada ayat
(2). antara lain jaringan komunikasi data, perelatan
rekam cetak KTP-el, blangko KTP-e: serza memberikan
supervisi dan dukungan pelayanan kepada daerah

provinsi.

Pasal 6
Fendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukar: bagi
Fenduduk Rentan Administrasi Kependudukan untuk
Bencana skala kabupaten/kota sebagaimana dimaxsud
daiam Pasal 3 ayat (2] huruf -, dikoordinasikan oleh
Disdukcapil Kabupaten/Kota.



(3)

(4)

Daiam hal Disdukcapil Kabupaten'Kota sebagazmana
cimaksud pada ayat (1) tidak mampu melaksanakan
tugasnya, pelaksanaan Pendataarr dan penernitan
Dckumen Kependudukan dilaksanakan oleh Disdukcapil
Previnsi.

Pzlayanan oleh Disdukcap:l Provinsi sebagaimana
cimaksud pada ayat (2), dilaksanakan cengan
rmemanfaatkan sumber daya yang cimiliki oleh daerah
kzbupaten/kota di wilayahnya, dzerah provinsi dan
Cirektorat Jenderal Kependudukar dan Pencatatan Sipil.
Sumber daya pada Direktorat Jendera. Keperduduakan
can Pencatatan Sipil sebagaimana cimaksud pada ayat
(3). antara lain jaringan komunikasi data, peraiatan
rekam cetak KTP-el, blangko KTP-e: serta memberikan
supervisi dan dukungan pelayaran kepade daerah

provinsi.

BAB III

PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

(1)

(2)

(3)

BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN,ATAU BENCANA
SOSIAL

Pasal 7
Pendataan dan penerbitan Doxumen Kependudukar bagi
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukar bagi
kerban  Bencana Alam dan/atau  Bencana Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan ~uruf
b, dilaksanakan sesuai dengan skale Bencana.
Pendataan Penduduk Renzan Administrasi
Kependudukan bagi korban Bencana Alam dan 'atau
Bencana Sosial dilaksanakan paca tanapan:
a. tanggap darurat; dan
k. pasca Bencana.
Fendataan Penduduk Renzan Administrasi
Kependudukan pada tahap tanggap carurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, cilakukan untuk

membantu percepatan identifikasi korban.



(1)

(2)

(3)
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Perdataan Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan pada tahap pasca Bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurui b, dilakukan untuk
mengidentifikasi kepemilikan Dckumen Kependudukan
bagi korban Bencana, Pendaftaran Penducuk dan

pezerbitan Dokumen Kependudukan.

Pasal 8

Fendataan Penduduk Rentan Administrasi

Kependudukan pada tahap tanggap darurat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, berupa:

a. penyediaan data Penduduk pada wilayah terkena
Bencana Alam dan/atau Bericana Sosial;

b. penyediaan peralatan identifikas: sidik jari, iris mata
dan pengenalan wajah yang ners:fat portabel;

c. penggunaan aplikasi pelaporan korban Bencana
berbasis daring dan Anjurgan Dukcapil Mandiri
atau Kios Dukcapil Mandiri;

¢. pengecekan data korban dengan Dbasis data
kependudukan; dan

¢. laporan hasil pengecekan daza korban Bencanz,

Penyediaan data Penduduk pada wilayah terkena

Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan basis data

SIAK yang disusun dalam format formulir data Penduduk

pada wilayah terkena Bencana.

Data sebagaimana dimaksud pzada ayat (2} digunakan

sebagai dasar melakukan Perdataan dan veriiikasi

Pzaduduk Korban Bencana, penersitan dokumen dan

keperuan lainnya sesual dengar: ketentuan pera-uran

perundang-undangan.

Dalam hal diperlukan data Peaduduk di luar daerah

Bencana, Disdukcapil Provinsi dan/atau Disdukcapil

Kabupaten/Kota melakukan pengzcekan data Penduduk

pada basis data nasional.

Dgzlam hal kondisi di lapangan sudah memungkmkan

untuk melaksanakan pelayanan Administrasi



(1)

(2)

(4)

(5)
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Kependudukan, Disdukcapil Prcvinsi dan Disdukzapil
Kabupaten/Kota dapat melayani idertifikasi kepemiiikan
Doxumen Kependudukan bagi korban Bencana,
Pendaftaran Penduduk dan penerbitan Dokumen

Kependudukan lainnya.

Pasal 9

Pelayvanan Pendaftaran Penduduk dan penerbitan
Cokumen Kependudukan pada tahap pasca Bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huraf b,
terdiri dari:
a. identifikasi kepemilikan Doxumen Kependudukan;

dan
b. pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan.
[dentifikasi  kepemilikan Dokumen  Kependudukan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakakan
untuk menginventarisasi Dokumen Xependudukan dari
Penduduk korban Bencana yang nilang/rusak.
Pelayanan penerbitan Dokumen Kepencudukan
sebagaimana dimaksud pada ayzat (1) huruf b, dilakukan
untuk mengganti Dokumen Kepencdudukan bagi
Fenduduk korban Bencana yang ailang/rusak.
Dokumen Kependudukan sekbagaimena dimaksuc pada
ayat (2) dan ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam hal korban kehilangan tempat tinggal, berada di
tempat penampungan/pengungsian, atau ditempat
t.nggal lainnya serta belum tercentum dalam basis data
kependudukan, kepada korban diberikan SKPTI sepagai

pengganzi identitas bagi korban.

Pasal 10

Pendstaan Fenduduk Rentan Adm:nistrasi Kependucukan

korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial sebagaimana
dimaxsud dalam Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 9, dilaksarakan

dengen cara:



(1)

(2)

(1)
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Fendataan pada lokasi Bencana Alam atau Bencana
Scsial;

pelayanar. pada tempat penampungar: / pergungsian; dan
Felayanar. secara daring melalai Web dan Anjungan
Cukcapil Mandiri.

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan Pendataan Penduduk Koc-ban

Bencana Alam dan/atau Korbarr Bencana Sosial

sekbagaimana dimaksud dalam Paszl 10 huruf a dan

Furuf b, meliputi:

. petugas melakukan pengecekan biometrik uatuk
memastikan data yang bersangkutan dalam basis
data kependudukan;

k. bagi Penduduk yang sudah tercantum dalam basis
data kependudukan, mengisi/disikan calam
Formulir Pendataan Penduduk Rentan Admiristrasi
Kependudukan;

c. bagi Penduduk yang belum tercantum dalam oasis
data kependudukan, mergisi/diisckan Fermulir
biodata atau Formulir F-1.01 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dar:

¢. bagi Penduduk yang meninggal dunia dilakukan
penerbitan akta kematian sesuzi dengan ketertuan
peraturan perundang-undangan.

FPelaksanaan Pendataan Penduduk Korban Bencana Alam

can/atau Korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud

calam Pasal 10 huruf ¢, dilaksanexan secarz mandiri
cleh Korban Bencana melalui aplikasi vang disiepkan

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatazan Sipil.

Pasal 12
Dalam hal orang asing pemegang kartu izin tinggal
terbatas dan kartu izin tinggal tetap menjaci korban
Bencana, Disdukcapil Provirsi dar  Disdukcapil
Kabupaten/Kota sesuai dengan skala 3Bercana
menerbitkan SKPTI.



(2)
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Pznerbitan SKPTI dilakukan dengan tata cara:

a.

petugas melakukan pengecekan biometrik tntuk
memastikan data yang berszngkutan dalam =asis
data kependudukan;

bagi orang asing yang mernilik: kartu izin tinggal
terbatas dan kartu izin tinggal tetap yang sudah
tercantum dalam  basis data kependucukan,
mengisi/diisikan dalam  Formulir Pendztaan
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

bagi orang asing yang memilik: kartua izin tirggal
terbatas dan kartu izin tinggal tetap yang belum
tercantum dalam basis data kependucukan,
mengisi/diisikan Formulir Biodata atau Formulir F-
1.01 sesuai dengan ketentuan peraturan peruncang-
undangan;

hasil Pendataan sebagaimana dimaksud <alam
huruf a dan huruf c¢ diterbitkan Dokumen
Kependudukan sesuai dengan ketentuan perauran
perundang-undangan; dan

hasil Pendataan dan  penerbitan  Dokumen
Kependudukan sebagaimane dimaksud dalam auruf
d direkap ke dalam formulir ~ekapitulasi Pendataan

Penduduk Rentan Administrasi Kepencudukar:.

Dalam hal orang asing pemegang visa kunjungan menjadi

korban Bencana yang meninggal dunia, Disdukzapil

Provinsi dan Disdukcapil Kabupeaten, Koza sesuai dengan

skala Bencana menerbitkan akta kematiar: sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

(1)

BAGI ORANG TERLANTAR

Pasal 13

Pendataan dan penerbitan Dokumen Keperndudukar bagi

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

sebagaimana dimaksud dalar Faszal 2 huru! c,



(2)

(4)

(5)

Tata
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dileksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau
UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pendataan sebagaimana dimaksuc pada aya: (1),
dilekukan dengan mendatangi tempat yang sudah
ditentukan paling sedikit meliputi:

a. panti asuhan

b. panti jompo,

c. panti sosial,

d. rumah sakit jiwa,

e. lembaga pemasyarakatan; dan/atau

f. tempat penampungan lainnya.

Ferentuan tempat yang sudah citentukan sebagairmana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan bersama dengan
perangkat daerah terkait.

Disdukcapil Kabupaten/Kota berkoordinasi secara aktif
dengan perangkat daerah terksit untuk menert:-kan
tempat Pendataan Penduduk Rentan Adm:nistrasi
Kepencudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Selain  mendatangi tempat tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Disdukcapil Kabupaten, Lota
capat melakukan Pendataan dan penerbitan Dozumen
Kepencudukan bagi anak dan orang dewasa yang k:dup
cijalar: dan/atau di luar pengasuhan keluarga.
Pendataan dan penerbitan Dokurmen Kependudukar: bagi
anak dan orang dewasa yang hidup di jalan dan/stau di
luar pengasuhan keluarga sebagaimana dimaksud nada
ayat (5), dilakukan bersama dengan perangkat daerah

terkait.

Pasal 14

cara pelaksanaan Pendatean Orang Terlantar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilaksarakan

dengan cara:

a.

petugas melakukan pengecekan Dbiometrik untuk
memastikan data yang bersangkutan dalam basis data

kepencudukan;
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bagi Penduduk yang sudah tercantum dalam basis data
kependudukan, mengisi/diisikar dzalam Formulir FR-
1 02;

tagi Penduduk yang belum tercantum dalam basis data
kependudukan, mengisi/diisikan Formulir Biodata atau
Formulir 7-1.01 sesuai dengar ketentuan peraturan
perundang-undangan;

bagi Pendaduk sebagaimana dimaksud dalam huraf b
can huruf ¢ yang belum melakukan perekaman b.ometrik
ramun sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun azau
studah/pernah menikah dilakukan perekaman biomertrik;
hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b
¢an huruf ¢ diterbitkan Dokumen Kependudukan sesuai
cengan kezentuan peraturan peruvndang-undangan; dan
hasil Fendataan dan penerbitan Dokumen
Kevendudukan sebagaimana dimaksud dalam huraf d
dirskap ke dalam formulir -ekapitulasi Pendataan

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Pasal 15

cara pelaksanaan Pendatean Orang Terlartar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 avat {5), dilaksarakan

dengan cara:

a.

pe-ugas melakukan pengeceken  biometrik  untuk
memastikan data yang bersangkutan dalam basis data
kenendudukan;

bagi Pendaduk yang sudah tercantum dalam basis data
kenendudukan, mengisi/diisikan dalem Formulir FR-1.02
atau Formulir Pendataan Penducuk Rentan Admiristrasi
Kependudakan;

bagi penduduk yang belum tercentun dalam bes:s data
kependudukan, mengisi/diisikar Formulir F-1.01 sesuai
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan,

kagi Penduduk sebagaimana dimaksucd dalam huruf b
can huruf ¢ yang belum melakukan perekaman ticmetrik
ramun sudah berusia 17 (turuh belast tahur atau

sudah/pernah menikah dilakukan perekaman biomerrik;
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hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam huraf b
diterbitkan Dokumen Kependudukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam haruf ¢
diterbitkan SKPTI; dan

Lasil Pendataan dan penerbitan Doxumen
Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huraf e
dan huruf { direkap ke dalarn formulir rekap:tulasi
Pzndataan Penduduk Rentan Adrmin:strasi

Kependudukan.

BABV

PENCATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUXAN

(3)

(4)

BAGI KOMUNITAS TERPENCIL

Pasal 16
Pencdataan dan penerbitar Dokumen Kependudukar. bagi
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan bzagi
Kcmunitas Terpencil sebagaimana dimaksud dalam: Pasal
2 huruf d, dilakukan olen Disdukcapil Kabupzatez, Kota
ztzu UPT Disdukcapil Kakbupaten/Kota.
Pendataan Penduduk Kentan Admiristrasi
Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan terhadap:
. Komunitas Terpencil yang tempat tinggzlnya
menetap; dan
b. Komunitas Terpencil yang memiliki pola nidup
berpindah-pindah.
Fendataan Penduduk Eentan Admiristrasi
Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ava: 2)
Fuiruf a, dilaksanakan dengan mendatang: -empat
Komunitas Terpencil bermukim.
Pendataan Penduduk Fentan Administrasi
Kependudukan sebagaimana dimaksud pada avaz (2)
Furuf b, dilaksanakan dengan mendatangi iempat

Komunitas Terpencil bermukim sementara.
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Pasal 17

Tata cara pelaksanaan Pendataan Kcmunitas Terpencid vang

tempat tinggalnya menetap sebagaimara dimaksuc calam

Pasal 16 ayat (3), dilaksanakan dengan cara:

a.

pstugas melakukan pengecekan biometrik untuk
memastikan data yang bersangkutan dalam basis data
kependudukan;

bzgi Penduduk yang sudah tercantum dalam basis data
kependudukan, mengisi/diisikan Formulir FR-1.02;

bzgi penduduk yang belum tercartum dalam basis data
kependudukan, mengisi/diisikan Formulir F-1.01 sesuai
cengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf b
¢an huruf ¢ yang belum melakukan perekaman biometrik
namun sudah berusia 17 (tuwuh belas} takun atau
suadah/pernah menikah dilakukan perekaman biometrik;
hasil Pendataan sebagaimana dirnaksud dalam haruf b
dan huruf ¢ diterbitkan Dokumen Kependudukan sestat
dengan ketentuan peraturan perurdang-undangan; darn
hasii Pendataan dan penerbitan Dok amen
Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d
direkap ke dalam formulir rekapitulasi Fendataan

Penduduk Rentan Administrasi Kepezduduxzan.

Pasal 18

Taza cara pelaksanaan Pendataan Komuritas Terpencil

yeng memiliki pola hidup berpincah-pindah sebagzimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (<), dilaksanakan dengan
cara:

a. petugas melakukan pengecekan bdiometrik untuk
memastikan data yang bersangkutar. dalam basis
data kependudukan;

b. bagi Penduduk yang sudah tercantum dalam basis
data kependudukan, mengisi/diisikan Formulir FR-
1.02;

¢c. bagi Penduduk yang belum tercantum da.am basis

data kependudukan, mengsi/ciisikan Formur F-



(1)

(2)
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1.01 sesuai dengan ketentuan peraturan peruncang-
undangan;

d. bagi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam kuaruf
b dan huruf ¢ yang belum melakukan perexanan
biometrik namun sudah berusia 17 (tujuh belas)
tahun atau sudah/pernalr menikah dilax=zkan
perekaman biometrik;

e. hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b diterbitkan Dokumen Kependudukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-urdar.gan,

f.  hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam
huruf ¢ diterbitkan SKPTI; dan

g. hasil Pendataan dan  per=erbitan Doxumen
Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam kuruf
e dan huruf f direkap ke dalam formulir rekapitu:lasi
Pendataan Penduduk Rentan Admin‘strasi
Kependudukan.

Fencantuman alamat dalam pengisian formul:r #-1.01

sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) hurar c,

menggunakan desa tempat perekaman dilakukan.

Pasal 19
Dzalam hal lokasi Pendataan Penduduk Komuritas
Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan
Pzsal 18 tidak dapat dilakukan pengecekan biometrik,
Disdukcapil Kabupaten/kota melakukan perekaman
secara offline.
Perekaman secara offline sebagaimzna dimaksud pada
eyat (1), dilakukan dengan cara:
2. Penduduk mengisi/diisikan Formulir F-1.01 sesuai
aengan ketentuan peraturan perandang-undangan;
b. operator Disdukcapil Kabupaten/Kota melakikan
perekaman biometrik secara offiine;
c. berdasarkan data dalam Formulir F-1.C1 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-uncargan,

Disdukcapil Kabupaten/kota menerbitkan SK2T7;
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d. operator SIAK Disdukcapil Kabupaten, xoza
melakukan penunggalan data Penduduk hasil
perekaman offline sebagaimana dimaksud dzalam
huruf b di kantor Disdukcapil Kapupaten/kota; <an

e. berdasarkan hasil penunggalar data sebagaimana
dimaksud dalam huruf d, Disdukcapil
Kabupaten/kota melakukar. Penerbitan Dokumen
Kependudukan sesuai dengan =zetentuan peraturan

perundang-undangarn.

BAB VI

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUJDUKAN BAGI PENDUDUK

(1)

(2)

YANG MENEMPATI KAWASAN HUTAN, TANAH NEGARA

CAN/ATAU TANAH DALAM KASUS PERTANAHAN

Pasal 20

Pendataan dan penerbitar. Dokumen Kependudukan bagi

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan bagi

Penduduk yang Menempati Kawasan Hutan, tanah

regara dan/atau tanah dalam Kasus Pertanahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan
clen Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukeapil

Kabsupaten/Kota.

Tata cara pelaksanaan Pendataan Penduduak vang

Menempaii Kawasan Hutan, tanal: negara dan atau

tarah dalam Kasus Pertenahan sebagaimana dimeaksud

da.am Pasal 20 ayat (1), d:laksanakar: dengan cara:

a. petugas melakukan pengecekan biometr:k untuk
memastikan data yang bersargkutan dalam basis
data kependudukan;

b. bagi Penduduk yang sudah tercantum dalam basis
data kependudukan, mengisi/ciisikan Formulir FR-
1.02;

c. bagi Penduduk yang belum tercanium dalam basis
data kependudukzn, mengisi/diisikan Formulir
F-1.01 sesuai cengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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d. Pencantuman alamat dalam pengisian Formulir
F-1.01 sebagaimana dimaksud dalam hure? c,
menggunakan desa tempat perekaman dilakukar;

e. bagi Penduduk sebagaimana dimaksuc dalam kuruf
b dan huruf ¢ yang belum melakukan perckaman
biometrik namun sudah berusia 17 (tujuh belas)
tahun atau sudah/pernal menikah dilax:kan
perekaman biometrik;

f. hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b diterbitkan Dokumen Kependdukan szsuai
dengan ketentuan perundang-undangan;

g. hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam
huruf ¢ diterbitkan Dokumer Kenendudukan berupa
SKPTI dengan alamat desa zempat pereckaman
dilakukan;

I. hasil Pendataan dan penerbitan Dokumen
Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf
e dan huruf f direkap ke dalam formulir rekapitulasi
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan; dan

i. Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa =gartu
keluarga, KTP-¢l, kartu idertitas anak dan kutipan
akta pencatatan sipil ©»agi Penduduk yang
menduduki Kawasan Hutan, tanah negara dan; atau
tanah dalam Kasus Pertanahan dilakukan setelah
status tanah yang ditempati memiiki xepastian
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 21
Pendataan dan penerbitan Dokumen Keperndudukar bagi
Fenduduk Rentan Administrasi Kepencudukar bagi
Fenduduk yang Menempati Kawasan Hutan, Zanah
negara dan/atau tanah dalem Kasus Pertarahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasel 20, dilaksarakan
terdasarkan rekomendasi tim Pendazaan can penerditan

Dckumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan
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Administrasi Kependﬁdukan masing-masing

Kabupaten/Kota.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
terdiri dari perwakilan dinas/instansi sebagai berikuz:

a. dinas atau cabang dinas  provinsi vang
melaksanakan  urusan  »emerintanan  bidang
kehutanan yang wilayah kerjanya melingkupi
wilayah tempat tinggal Penducuk;

k.  kantor pertanahan kabupaten/kota vang
melaksanakan urusan pemerintahan bidang agraria
dan penataan ruang;

c. dinas kabupaten/kota yang melaksanakan urasan
pemerintahan bidang sosial;

¢. perangkat daerah keburaten/kota vang
melaksanakan fungsi penye.enggaraan urasan
pemerintahan bidang kehutanar:

e. dinas kabupaten/kota yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang keteritraman dan ketertiban
umum dan perlindungan masyva-akat;

f  dinas kabupaten/kota yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang admimnistrasi kepercudukan
dan pencatatan sipil;

g. camar yang wilayah kerjarya melingkup: wiayah
tempat tinggal Penduduk; dan

. kepala desa atau sebutan lainnya/lurah yang
wilayah kerjanya melingkup: wilayah “empat tinggal
Penduduk.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, ditetepkan

cengan keputusan bupati/wali kcta.

Pasal 22
SKPT” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5}, Pasal 12
ayat 11), Pasal 15 huruf f, Pasal 18 huruf f, Pasal 13 ayat (2)
huruf =, dan Pasal 20 ayat (2) hurul g, berlaku sampai
diterkitckannya  Dokumen  Kependudukan  bagi yang

bersangkutan.
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BAB VII
JENIS DAN SPESIFIKASI FORMULIK
DAN SURAT KETERANGAN

Pasal 23
(1) Jenis formulir dan blangko yang digunakan <dalam
Fzndataan dan Penerbitan Dokumen Kependuduka: bagi
Penduduk rentan terdiri atas:
a.  formulir Data Penduduk pada Wilayah terkena
Bencana dengan kode FR-1.01;
E.  formulir Pendataan Penduduk Rentar. Admiristrasi
Kependudukan dengan kode FR-1.02;
c. formulir Rekapitulasi hasil Pendataan Penduduk
Rentan Administras: Keperdudukan dengar: xode
FR-1.03; dan
¢. blangko SKPTI dengan kode BR.
(2) Jenis dan spesifikasi formulir serta blangko sebagaimana

Zimaksuc pada ayat (1), meliputi:

a. bahan baku : kertas HVS

k.  ukuran : F4

c. warra : putih

¢. jumlah rangkap : 1 (satu) rangkap

(3) Formulir dan blangko yang digunakan dalam Pendataan
can Penerbitan Dokumen Kependucukan bagi Perncuduk
rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), zercantum
calam Lampiran yang merupskan bagian tidak

terpisahixan dari Peraturan Menteri ini.

BAZ VIII
PENDANAAN

Pasal 24
Pendaraan pelaksanaan Pencataan dan penerbitan Dckumen
Kepencudukan bagi Penduduk Rentan  Administrasi
Kepencudukan bersumber dari:
a. arggarar pendapatan dan belanja negara,

b. arggaran pendapatan dan belania deerah provinsi; dan
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C. anggaran pendapatan dar: belanja deerah
kabupaten/kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 25
Pada szat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peratiran
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tamun 2010 ter:tang
Pedorcan Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan
bagi Penduduk Rentan Administrasi Kepsndudukar dicabut
dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 26
Peratiiran Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundargkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia,
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